
BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOM OR 111 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 6 TAHUN 2021 
TENTANG BATAS TERTINGGI UANG PERSEDIAAN 

DAN GANTI UANG PERSEDIAAN PADA PERANGKAT DAERAH 
TAHU ANGGARAN 2021 

Menim ba ng 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TA "'IKMALAYA, 

a . bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten 

Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentan g Pemben tu kan dan 
Susunan Perangka t Daerah, sebagaimana tela h diubah 
beberapakali terakh ir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Tasi m a laya Nomor Ta h u n 2021 tentang Perubahan Kedua 

Atas Perat ran Da erah Nomor 7 Tah n 20 1 ten tang 

Pembentukan a n Su su nan Perangkat Daera h , d ipandang 

perlu m nyesuaikan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 6 
Tahun 2021 tentang Batas Ter tinggi Dang Persediaan dan 
Ganti Ua n g Persed iaan Pad a Perangkat Daera h Tahun 
Angga a n 2021; 

ba hwa berda sarkan pertimbanga n sebagaimana dimaksud 

dalam h u ru f a , perlu m eneta pkan Peratu ra n Bupati 

Tasikma laya ten tan g Peruba h an Atas Perat ran Bupati 
Ta s ikm laya Nom or 6 Tahu n 202 1 tentang Ba tas Tertinggi 
Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaa n Pada Perangkat 
Daera h Tahu n Anggaran 2021 ; 

1. Un dang-Undang Nom or 14 Tahu n 1950 tentang Pembentukan 

Daerah -Daerah Kabupaten Dala m Lingkungan Propinsi Djawa 

Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang 
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355); 

4. Un d a n g-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambah an Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaim ana telah diubah beberapakali terakhir 
dengan Undang-Un dang Nomor 9 Tahun 201 5 tentang 
Peru bahan Kedua Atas Undang-Unda ng Nomor 23 Ta hun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Ta mbahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5 . Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
(Lembara n Negara Republik Indonesia Tahun 2 00 0 Nomor 
2 10 , Tambah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4028); 

6 . Peratu ran Pemerintah Nomor 12 Tahun 201 9 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 20 19 Nom or 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

7. Pera turan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 
200 8 tentang Pokok -pokok Pengeioiaan Keu angan Daerah; 

8 . Pera turan Daerah Kabupaten Ta sikmalaya Nom or 1 Tahun 

201 6 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

9. Peraturan Daerah Ka bupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 
2016 tentang Urusan Pem erintahan yang menjadi 
Kewenangan Pem erintahan Kabu paten Tasikmalaya; 

10.Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 

2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Ka bupaten Tasikmalaya Tahun 2016 
Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya N omor 3 
Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 
2021 ten tang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2021 



Menetapka n 
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(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 

Nomor 8); 

12.Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2021 tentang 

Batas Tertinggi Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan 

Pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah 

Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 6); 
13 .Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 

Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya 

Ta hun 2021 Nomor 39) ; 

14.Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 105 Tahun 2021 

tentang Penja ba r a n Peruba h an Anggaran Pendapa tan dan 
Belanja Daerah Ka bupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 

2021 (Berita Daera h Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 

Nomor 105); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG BATAS TERTINGGI 

UANG PERSEDlAAN DAN GANTI UANG PERSEDlAAN PADA 

PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2 0 2 1. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2021 
tentang Ba tas Ter tinggi Ua ng Persediaan d a n Ganti Uang Persediaan Pad a 

Perangkat Daerah Tahun An ggara n 2021 (Berita Daerah Kabu paten Ta s ikmalaya 

Tahun 202 1 Nomor 6) , diuba h s ebagai berikut: 

1. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 disisip kan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) 

sehingga Pasa l 2 berbunyi sebaga i berikut: 

Pasa12 

(1) Penetapan batas jumlah U ang Persediaa n adalah se besar 1 j 12 (satu per 

dua belas) dar i nila i anggaran b elanja operasional barang jasa untuk 1 

(satu) tahun anggara n dikurangi estimasi belanja operasional barang jasa 

yang dibayarkan melalui mekanisme LS pengadaan barangj jasa atau 

pihak ketiga; 

(la) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan batas 
jumlah Uang Persediaan adalah sebesar 1 j 4 (satu per empat) dari nilai 

anggaran belanja operasional barang jasa untuk 1 (satu) tahun anggaran 

dikurangi estimasi belanja operasional barang jasa yang dibayarkan 

melalui mekanisme LS pengadaan barangj jasa atau pihak ketiga, yaitu 

untuk: 
a. Dinas Kesehatan; 
b . Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Permukiman dan Lingkungan Hidup; 
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e. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Bereneana, 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 

d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa; 
e. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; 
f. Dinas Koperasi, Usaba Keeil dan Menengah, Perindustrian dan 

Perdagangan; 
g. Dinas Penanaman Modal, Pe1ayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga 

Kerja; 
h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 
i. Badan Pereneanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan 

Daerah. 

(2) Bata tertinggi Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) 
h n Anggaran 2021 sebagaimana tereantum dalam Lampiran Per turan 

Bu patiini. 
(3) SP -UP dapat diajukan setelah DPA PD ditetapkan dan hanya dil u an 1 

(satu ) kali dalam 1 (satu) Tabun Anggaran. 
(4) S P-UP diajukan oleh bendabara pengeluaran untuk Perminta Uang 

m k keIja dan/atau pengisian kas yang bersifat pengisian kembali 
(revolving) untuk membiayai belanja operasional kegiatan meneakup 
kegia tan barang dan jasa yang tidak dilakukan dengan pembayaran 
langsu ng (LS) . 

2. Ketent an Lampiran, diubab sebagaimana tereantum dalam Lam iran sebagai 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diun dangkan. 

Agar setia p orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanga Peraturan 
Bupati ini engan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

Ditetapkan d' S'ngaparn a 

Diundangkan di Singapama 

p al 4 Desember 2021 

:":-:-~~}[.A IS DAERAH 
TASIKMALAYA, 

... hIIl' .......... ~ ZEN 

DAERAH KEBUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR 11.11 


